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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 207/PMK/010/2015 

TENTANG  

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA 

IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN  

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  

YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Instansi 

Pemerintah Pusat; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5740); 
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2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN 

JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH 

PUSAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

4. Peserta adalah Pegawai ASN yang bekerja pada instansi 

Pemerintah Pusat. 
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5. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK 

adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau 

sakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan 

tunjangan cacat. 

6. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM 

adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat 

kecelakaan kerja, berupa santunan kematian. 

7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur 

oleh Pemerintah selaku pemberi kerja. 

8. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola 

program JKK dan JKM bagi Peserta. 

9. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan 

kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran 

yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat yang 

memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

12. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan 

pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 
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Pasal 2 

Peserta terdiri atas: 

a. Calon PNS; 

b. PNS; dan 

c. PPPK. 

 

Pasal 3 

Pengelola Program merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. 

 

BAB II 

PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN 

 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka pengelolaan Iuran JKK dan Iuran JKM, 

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara 

Umum Negara (PA BUN) mendelegasikan kepada Direktur 

Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan KPA BUN. 

(2) Penunjukan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat ex officio. 

(3) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang 

menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya. 

(4) Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi PPK dan PPSPM. 

(5) Dalam hal PPK atau PPSPM berhalangan, KPA BUN dapat 

merangkap sebagai PPK atau PPSPM. 

 

BAB III 

PENYEDIAAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKM 

 

Pasal 5 

(1) Pengelola Program mengajukan usulan kebutuhan dana 

Iuran JKK dan Iuran JKM yang menjadi kewajiban 

Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran berikutnya 

kepada KPA BUN setiap awal bulan Januari tahun 

anggaran berkenaan.  
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(2) Besaran usulan kebutuhan dana Iuran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. kebutuhan dana Iuran JKK untuk Peserta; dan 

b. kebutuhan dana Iuran JKM untuk Peserta. 

(3) Usulan kebutuhan dana Iuran JKK dan Iuran JKM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

pertimbangan dalam merencanakan, menetapkan, dan 

mengesahkan alokasi dana Iuran JKK dan Iuran JKM 

tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 6 

(1) Besaran kebutuhan dana Iuran JKK bagi Peserta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 

dihitung berdasarkan: 

a. perkiraan gaji; 

b. perkiraan jumlah Peserta; dan 

c. tarif Iuran JKK sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

(2) Besaran kebutuhan dana Iuran JKM bagi Peserta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 

dihitung berdasarkan: 

a. perkiraan gaji; 

b. perkiraan jumlah Peserta; dan 

c. tarif Iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

 

Pasal 7 

Proses perencanaan, penetapan alokasi, dan pengesahan 

dokumen pelaksanaan anggaran dana Iuran JKK dan Iuran 

JKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengelolaan anggaran 

Bendahara Umum Negara. 

 

BAB IV 

PENCAIRAN DANA IURAN JKK DAN IURAN JKM 

 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka pencairan dana Iuran JKK dan Iuran JKM, 

Pengelola Program: 
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